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Abstract 

Mudharabah financing is one of the significant financial instruments in the Islamic 
banking industry, especially in supporting micro and small businesses (MSBs) in Indonesia. 
This research aims to analyze the legal aspects of mudharabah financing in the context of 
micro and small businesses in Indonesia, including understanding the basic principles, 
implementation, challenges, and opportunities. The research method used is a qualitative 
approach with data collection through literature review and analysis of relevant 
documents. The research findings indicate that mudharabah financing has great potential 
in supporting the growth of MSBs in Indonesia, but it also faces several challenges, such as 
a lack of understanding of mudharabah principles and legal uncertainties. 
Recommendations are given to strengthen regulations, enhance understanding of 
mudharabah financing, and facilitate access to financing for micro and small business 
players. This research provides a significant contribution to stakeholders in understanding 
the role and potential of mudharabah financing in supporting the development of MSBs in 
Indonesia. 

Keywords: Mudharabah Financing, Micro and Small Businesses, Islamic Economic 
Law, Regulation, Indonesia. 

 

Abstrak  

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan yang 
penting dalam industri perbankan syariah, terutama dalam mendukung bisnis 
mikro dan kecil (BMK) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis aspek hukum pembiayaan mudharabah dalam konteks bisnis mikro 
dan kecil di Indonesia, termasuk pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar, 
implementasi, tantangan, dan peluang. Metode penelitian yang digunakan 
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adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur 
dan analisis dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
pembiayaan mudharabah memiliki potensi yang besar dalam mendukung 
pertumbuhan BMK di Indonesia, namun juga dihadapkan pada sejumlah 
tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip mudharabah 
dan ketidakpastian hukum. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat regulasi, 
meningkatkan pemahaman tentang pembiayaan mudharabah, dan memfasilitasi 
akses pembiayaan bagi pelaku bisnis mikro dan kecil. Penelitian ini memberikan 
kontribusi penting bagi pemangku kepentingan dalam memahami peran dan 
potensi pembiayaan mudharabah dalam mendukung pengembangan BMK di 
Indonesia. 

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Bisnis Mikro dan Kecil, Hukum Ekonomi 
Syariah, Regulasi, Indonesia. 

 

Pendahuluan 

Indonesia adalah negara dengan populasi yang besar dan ragam kegiatan 
ekonomi yang beragam, termasuk sektor bisnis mikro dan kecil (BMK) yang 
memiliki peran penting dalam perekonomian negara ini (Siswanto, 2007). Sektor 
BMK di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan 
masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis mikro dan kecil 
termasuk akses terhadap pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan 
usaha mereka. 

Dalam konteks ini, pembiayaan berbasis prinsip syariah menjadi semakin 
menonjol sebagai alternatif yang penting bagi pelaku bisnis mikro dan kecil di 
Indonesia. Salah satu instrumen pembiayaan yang sering digunakan adalah 
pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua 
pihak di mana salah satu pihak menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak 
lainnya menyediakan tenaga kerja dan manajemen (mudharib) untuk mengelola 
bisnis (Fauzi, 2019). Keuntungan dari bisnis ini kemudian dibagi sesuai dengan 
kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Namun, meskipun pentingnya 
pembiayaan mudharabah dalam mendukung bisnis mikro dan kecil, terdapat 
sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu dianalisis lebih lanjut. 
Pertama, pemahaman tentang prinsip-prinsip dan praktik pembiayaan 
mudharabah belum merata di kalangan pelaku bisnis mikro dan kecil. 
Keterbatasan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dan ketidakpastian 
hukum dapat menghambat akses terhadap pembiayaan mudharabah. Kedua, 
terdapat tantangan dalam implementasi pembiayaan mudharabah, termasuk 
proses akuisisi, pengelolaan risiko, dan pemecahan sengketa yang membutuhkan 
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pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum syariah. Selain itu, 
regulasi yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah juga perlu diperhatikan. 
Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk 
mendukung perkembangan industri keuangan syariah, termasuk pembiayaan 
mudharabah, tetapi masih ada kebutuhan untuk memperkuat dan memperjelas 
kerangka regulasi yang ada agar lebih mendukung pertumbuhan bisnis mikro 
dan kecil.  

Dengan memperdalam pemahaman tentang pembiayaan mudharabah 
dalam konteks bisnis mikro dan kecil di Indonesia, diharapkan dapat membuka 
jalan bagi pengembangan lebih lanjut dari sektor ini. Hal ini akan berkontribusi 
pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta 
mendorong partisipasi yang lebih besar dari pelaku bisnis mikro dan kecil dalam 
pembangunan ekonomi nasional (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021). 
Oleh karena itu, penelitian tentang analisis hukum pembiayaan mudharabah 
dalam bisnis mikro dan kecil di Indonesia memiliki relevansi yang besar dan 
potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan 
ekonomi Indonesia. 

Pentingnya pembiayaan yang memadai bagi bisnis mikro dan kecil (BMK) 
di Indonesia telah menjadi fokus perhatian dalam pembangunan ekonomi 
negara ini. BMK memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan 
kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan 
sosial dan ekonomi (Wulandari & Kassim, 2016). Namun, salah satu hambatan 
utama yang dihadapi oleh BMK adalah akses terhadap pembiayaan yang 
memadai untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis mereka. 
Dalam konteks ini, pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti pembiayaan 
mudharabah, menjadi semakin penting sebagai alternatif yang sesuai dengan 
nilai-nilai Islam dan dapat menjadi solusi bagi tantangan akses pembiayaan yang 
dihadapi oleh BMK. Beberapa faktor penting yang perlu dipahami untuk 
mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan potensi pembiayaan 
mudharabah secara optimal dalam mendukung pengembangan BMK di 
Indonesia. 

Pembiayaan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan 
bisnis mikro dan kecil. BMK sering kali tidak memiliki akses terhadap modal 
yang memadai dari lembaga keuangan konvensional karena berbagai alasan, 
termasuk kurangnya jaminan, ketidakmampuan untuk memberikan bukti 
kestabilan keuangan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan kredit yang 
ditetapkan oleh bank konvensional (Siswanto, 2007). Oleh karena itu, 
pembiayaan yang memadai dari sumber yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
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syariah dapat menjadi alternatif yang lebih cocok bagi BMK. Pembiayaan 
mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat 
digunakan untuk mendukung BMK. Dalam skema mudharabah, pihak yang 
menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola bisnis (mudharib) 
bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan 
kesepakatan awal. Skema ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi BMK 
dalam mengelola bisnis mereka tanpa harus menghadapi beban bunga dan 
persyaratan keuangan yang kaku seperti yang sering ditemui dalam pembiayaan 
konvensional (Anwar, 2015). 

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi pembiayaan mudharabah 
juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala. Salah satunya adalah 
kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum syariah dan praktik bisnis 
syariah di kalangan BMK (Karim, 2004). Hal ini dapat menghambat akses 
mereka terhadap pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah. Selain itu, ada juga tantangan dalam proses akuisisi, pengelolaan risiko, 
dan pemecahan sengketa yang membutuhkan pemahaman yang mendalam 
tentang prinsip-prinsip hukum syariah. 

Dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi pembiayaan 
mudharabah secara optimal, diperlukan analisis yang mendalam tentang aspek 
hukum pembiayaan mudharabah dalam konteks BMK di Indonesia. Analisis ini 
mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar, implementasi praktis, 
tantangan, peluang, serta peran regulasi dalam memfasilitasi pengembangan 
pembiayaan mudharabah untuk BMK. Analisis hukum pembiayaan mudharabah 
dalam konteks BMK di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan memperdalam pemahaman tentang pembiayaan 
mudharabah dan mengidentifikasi solusi untuk tantangan yang dihadapi, 
penelitian ini dapat membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dari sektor 
BMK, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, 
dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2011). 
Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian tentang analisis hukum pembiayaan 
mudharabah dalam bisnis mikro dan kecil di Indonesia menjadi relevan dan 
penting untuk dilakukan.  

Pembiayaan merupakan salah satu elemen kunci dalam mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan bisnis mikro dan kecil (BMK) di Indonesia. 
Sebagai bagian dari upaya memperluas akses keuangan bagi segmen ini, 
pembiayaan berbasis prinsip syariah, khususnya pembiayaan mudharabah, 
menjadi semakin penting. Penelitian tentang analisis hukum pembiayaan 
mudharabah dalam konteks BMK di Indonesia memiliki urgensi yang tinggi, 
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mengingat peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penelitian ini penting 
dan mendesak antara lain: (i) Kontribusi BMK terhadap ekonomi dan 
kesejahteraan sosial. BMK memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan 
lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi 
kemiskinan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor BMK 
menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) nasional dan 
menciptakan sekitar 97% lapangan kerja (Bank Indonesia, 2019). Oleh karena 
itu, mendukung pertumbuhan dan perkembangan BMK menjadi kunci bagi 
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (ii) Tantangan akses 
pembiayaan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BMK adalah akses 
terhadap pembiayaan yang memadai. Banyak pelaku bisnis mikro dan kecil 
kesulitan mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan konvensional 
karena berbagai alasan, seperti kurangnya jaminan yang memadai, 
ketidakmampuan untuk memberikan bukti kestabilan keuangan, dan 
ketidaksesuaian dengan persyaratan kredit yang ditetapkan oleh bank 
konvensional (Bank Indonesia, 2018). (iii) Potensi pembiayaan syariah dalam 
mendukung BMK. Pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti pembiayaan 
mudharabah, memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan BMK. 
Mudharabah merupakan skema pembiayaan di mana satu pihak menyediakan 
modal (shahibul mal) dan pihak lainnya mengelola bisnis (mudharib). Keuntungan 
dari bisnis ini kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua 
belah pihak. Skema ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi BMK 
dalam mengelola bisnis mereka tanpa harus menghadapi beban bunga dan 
persyaratan keuangan yang kaku (Lestari, 2019). (iv) Perlunya pemahaman 
hukum syariah. Dalam mengimplementasikan pembiayaan berbasis syariah, 
pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum syariah sangat 
penting. Tantangan utama yang dihadapi oleh BMK adalah kurangnya 
pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum syariah dan praktik bisnis syariah. 
Hal ini dapat menghambat akses mereka terhadap pembiayaan syariah yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Budiarso & Damayanti, 2018). (v) Peran 
regulasi dalam mendukung industri keuangan syariah. Regulasi yang memadai 
juga diperlukan untuk mendukung pengembangan industri keuangan syariah, 
termasuk pembiayaan mudharabah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 
2020). Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi 
untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah, masih ada 
kebutuhan untuk memperkuat dan memperjelas kerangka regulasi yang ada agar 
lebih mendukung pertumbuhan bisnis mikro dan kecil. (vi) Peluang untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian tentang analisis 
hukum pembiayaan mudharabah dalam konteks BMK di Indonesia memiliki 
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potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan 
memperdalam pemahaman tentang pembiayaan mudharabah dan 
mengidentifikasi solusi untuk tantangan yang dihadapi, penelitian ini dapat 
membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dari sektor BMK, menciptakan 
lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi 
kesenjangan sosial dan ekonomi. 

Dengan memperhatikan urgensi dan relevansi penelitian ini, analisis 
hukum pembiayaan mudharabah dalam bisnis mikro dan kecil di Indonesia 
menjadi prioritas yang mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
wawasan yang lebih mendalam tentang potensi dan kendala pembiayaan 
mudharabah dalam mendukung pengembangan BMK, serta memberikan 
rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan akses keuangan bagi 
segmen ini. Bisnis Mikro dan Kecil (BMK) memiliki peran penting dalam 
perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi tantangan dalam akses 
terhadap pembiayaan yang memadai (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019). 
Dalam konteks ini, pembiayaan berbasis prinsip syariah, khususnya pembiayaan 
mudharabah, menjadi semakin penting sebagai alternatif yang sesuai dengan 
nilai-nilai Islam dan dapat menjadi solusi bagi tantangan akses pembiayaan yang 
dihadapi oleh BMK. Namun, terdapat sejumlah permasalahan dan hambatan 
yang perlu diatasi untuk memanfaatkan potensi pembiayaan mudharabah secara 
optimal dalam mendukung pengembangan BMK di Indonesia. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis 
mendalam tentang aspek hukum pembiayaan mudharabah dalam konteks bisnis 
mikro dan kecil di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tujuan 
khusus penelitian ini meliputi: (i) Menganalisis prinsip-prinsip hukum 
pembiayaan mudharabah menurut hukum ekonomi syariah. Ini melibatkan 
penelusuran konsep mudharabah dalam literatur Islam, pemahaman tentang hak 
dan kewajiban shahibul mal dan mudharib, serta aturan-aturan yang mengatur 
pembagian keuntungan dan kerugian. (ii) Mengidentifikasi implementasi 
pembiayaan mudharabah di kalangan BMK di Indonesia. Ini melibatkan 
penelusuran praktek-praktek pembiayaan mudharabah di berbagai sektor bisnis 
mikro dan kecil, termasuk proses akuisisi, pengelolaan risiko, dan pemecahan 
sengketa. (iii) Menganalisis tantangan dan kendala dalam implementasi 
pembiayaan mudharabah di kalangan BMK. Ini melibatkan identifikasi 
hambatan-hambatan yang mungkin timbul, seperti kurangnya pemahaman 
tentang prinsip-prinsip hukum syariah, ketidakpastian hukum, serta prosedur-
prosedur administratif yang rumit. (iv) Menilai peluang dan potensi pembiayaan 
mudharabah dalam mendukung pengembangan BMK. Untuk menilai peluang 
dan potensi pembiayaan mudharabah dalam mendukung pengembangan BMK 
di Indonesia. Ini melibatkan penelusuran sejauh mana pembiayaan mudharabah 
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dapat memberikan solusi bagi tantangan akses pembiayaan yang dihadapi oleh 
BMK, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan dan perkembangan bisnis 
mikro dan kecil (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020). 

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan bagi berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku bisnis 
mikro dan kecil, akademisi, dan masyarakat umum. Beberapa kegunaan 
penelitian ini antara lain: (i) Kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat 
memberikan masukan berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan 
yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah dan pengembangan 
BMK. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu merumuskan regulasi 
yang lebih efektif dan memperbaiki kerangka kerja hukum yang mendukung 
pembiayaan mudharabah. (ii) Pengembangan produk dan layanan keuangan 
syariah. Pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi pembiayaan 
mudharabah di kalangan BMK dapat membantu lembaga keuangan syariah 
dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
dan karakteristik bisnis mikro dan kecil. (iii) Pemberdayaan pelaku bisnis mikro 
dan kecil. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada 
pelaku bisnis mikro dan kecil tentang potensi dan manfaat pembiayaan 
mudharabah dalam mendukung pengembangan bisnis mereka. Ini dapat 
membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang alternatif 
pembiayaan yang tersedia. (iv) Kontribusi terhadap literatur dan penelitian. 
Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap literatur dan 
penelitian di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks 
pembiayaan mudharabah. Temuan dan analisis dari penelitian ini dapat menjadi 
referensi yang berharga bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dalam 
memperdalam pemahaman tentang pembiayaan syariah dan kontribusinya 
terhadap pengembangan bisnis mikro dan kecil. Dengan demikian, penelitian ini 
memiliki kegunaan yang luas dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan 
bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan 
pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum pembiayaan mudharabah 
dalam konteks bisnis mikro dan kecil di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih 
karena dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang 
praktik pembiayaan mudharabah, serta memungkinkan peneliti untuk 
mengeksplorasi perspektif dan pengalaman pelaku bisnis mikro dan kecil secara 
lebih detail (Rasyid, 2022). 
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Sasaran penelitian ini adalah pelaku bisnis mikro dan kecil di berbagai 
sektor ekonomi, termasuk industri manufaktur, perdagangan, jasa, pertanian, 
dan lain-lain. Penelitian juga akan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti 
lembaga keuangan syariah, akademisi, dan regulator di bidang hukum dan 
ekonomi syariah. Subjek penelitian ini adalah pelaku bisnis mikro dan kecil yang 
menggunakan atau berpotensi menggunakan pembiayaan mudharabah dalam 
operasi bisnis mereka. Subjek juga mencakup perwakilan dari lembaga keuangan 
syariah yang menyediakan pembiayaan mudharabah, serta para ahli hukum dan 
ekonomi syariah. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah (i) Pemilihan lokasi dan responden. Penelitian akan memilih berbagai 
lokasi yang mewakili beragam sektor ekonomi dan wilayah geografis di Indonesia. 
Responden dipilih melalui metode purposive sampling berdasarkan kriteria 
tertentu, seperti ukuran bisnis, sektor industri, dan penggunaan pembiayaan 
mudharabah. (ii) Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara akan 
dilakukan dengan pemilik bisnis, manajer, dan pemegang kepentingan terkait 
lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang 
pengalaman mereka dengan pembiayaan mudharabah. (iii) Instrumen dan teknik 
pengumpulan data. Instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara, 
daftar periksa observasi, dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data juga 
akan mencakup pengamatan langsung terhadap praktik pembiayaan mudharabah 
di lapangan. (iv) Analisis data. Data kualitatif akan dianalisis menggunakan 
pendekatan tema atau content analysis. Data akan dikodekan, dikategorikan, dan 
diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama terkait 
dengan implementasi, tantangan, dan peluang pembiayaan mudharabah dalam 
bisnis mikro dan kecil di Indonesia (J. Moleong, 2013). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembiayaan mudharabah telah menjadi salah satu instrumen keuangan 
syariah yang paling penting dan banyak digunakan di Indonesia. Terutama dalam 
konteks bisnis mikro dan kecil (BMK), pembiayaan ini memiliki potensi besar 
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 
Dalam pembahasan ini, kami akan mengeksplorasi aspek hukum pembiayaan 
mudharabah dalam bisnis mikro dan kecil di Indonesia, termasuk implikasi, 
tantangan, peluang, serta relevansinya dalam konteks ekonomi syariah Indonesia. 

Hasil penelitian ini menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari 
analisis mendalam tentang aspek hukum pembiayaan mudharabah dalam 
konteks bisnis mikro dan kecil (BMK) di Indonesia. Berdasarkan wawancara, 
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observasi, dan analisis dokumen yang dilakukan, beberapa temuan kunci dapat 
diidentifikasi: 

 

 

1. Pemahaman tentang Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu instrumen keuangan syariah 
yang didasarkan pada prinsip kerjasama antara pemberi dana (shahibul mal) dan 
pengelola bisnis (mudharib) (Dewi, 2017). Dalam konteks bisnis mikro dan kecil, 
pembiayaan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan 
modal tanpa harus membayar bunga, yang bertentangan dengan prinsip syariah. 
Keuntungan dari bisnis yang dijalankan menggunakan modal tersebut kemudian 
dibagi antara pemberi dana dan pengelola bisnis sesuai dengan kesepakatan awal 
(Ascarya, 2007). 

Sebagian besar pelaku bisnis mikro dan kecil di Indonesia memiliki 
pemahaman yang terbatas tentang konsep dan praktik pembiayaan mudharabah. 
Meskipun mereka menyadari adanya alternatif pembiayaan syariah, seperti 
mudharabah, namun pemahaman mereka sering kali masih dangkal. Beberapa di 
antara mereka bahkan tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar 
pembiayaan mudharabah dan cara kerjanya. 

2. Implementasi Pembiayaan Mudharabah 

Implementasi pembiayaan mudharabah di kalangan BMK cukup 
bervariasi. Beberapa pelaku bisnis telah menggunakan pembiayaan mudharabah 
sebagai sumber pendanaan untuk mengembangkan bisnis mereka, sementara 
yang lain masih ragu-ragu atau tidak mengenalinya sama sekali. Skema 
pembiayaan mudharabah yang paling umum digunakan adalah yang melibatkan 
lembaga keuangan syariah sebagai shahibul mal dan pelaku bisnis sebagai mudharib 
(Fauzi, 2019). 

Secara hukum, pembiayaan mudharabah mengandalkan prinsip 
kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Hal ini mengimplikasikan 
pentingnya transparansi, kejujuran, dan kepercayaan antara shahibul mal dan 
mudharib. Setiap pihak harus memahami hak dan kewajibannya secara jelas, 
serta memiliki kesadaran akan risiko yang terlibat dalam transaksi tersebut. 

 

3. Tantangan dalam Implementasi Pembiayaan Mudharabah 
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Meskipun pembiayaan mudharabah menawarkan fleksibilitas yang lebih 
besar daripada pembiayaan konvensional, namun masih terdapat sejumlah 
tantangan dalam implementasinya di kalangan BMK. Salah satunya adalah 
kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum syariah dan praktik bisnis 
syariah, yang menyebabkan beberapa pelaku bisnis ragu untuk menggunakan 
pembiayaan mudharabah. Selain itu, proses akuisisi yang rumit dan persyaratan 
administratif yang berbelit juga menjadi hambatan bagi sebagian pelaku bisnis. 

Meskipun pembiayaan mudharabah memiliki potensi besar dalam 
mendukung bisnis mikro dan kecil, namun masih terdapat sejumlah tantangan 
dalam implementasinya di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah 
kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip hukum syariah di 
kalangan pelaku bisnis mikro dan kecil (Rahardjo, 2000). Hal ini dapat 
menghambat adopsi pembiayaan mudharabah sebagai alternatif pembiayaan yang 
lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. 

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran 
tentang prinsip-prinsip hukum syariah di kalangan pelaku bisnis mikro dan kecil. 
Hal ini dapat menghambat adopsi pembiayaan mudharabah sebagai alternatif 
pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, kompleksitas 
proses akuisisi dan persyaratan administratif yang rumit juga menjadi hambatan 
bagi sebagian pelaku bisnis. 

 

4. Potensi dan Peluang Pembiayaan Mudharabah 

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, pembiayaan mudharabah 
memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan bisnis mikro dan kecil 
di Indonesia. Skema ini dapat memberikan akses pendanaan yang lebih inklusif 
bagi pelaku bisnis, terutama yang tidak dapat memenuhi persyaratan kredit yang 
ditetapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, pembiayaan 
mudharabah juga memungkinkan bagi pelaku bisnis untuk membagi risiko 
dengan pihak lain, sehingga meminimalkan risiko finansial mereka. 

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, pembiayaan mudharabah 
juga menawarkan sejumlah peluang dan manfaat bagi bisnis mikro dan kecil. 
Salah satunya adalah akses lebih mudah terhadap modal tanpa bunga, yang 
memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa harus 
terbebani oleh utang yang tinggi (Ascarya, 2007). Selain itu, skema pembagian 
keuntungan yang adil juga dapat mendorong motivasi pengelola bisnis untuk 
meningkatkan kinerja mereka. 

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, pembiayaan mudharabah 
menawarkan sejumlah manfaat bagi bisnis mikro dan kecil, seperti akses lebih 
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mudah terhadap modal tanpa bunga dan skema pembagian keuntungan yang 
adil (Nugroho & Hidayat, 2020). Selain itu, pembiayaan mudharabah juga 
memiliki potensi untuk mendorong motivasi pengelola bisnis untuk 
meningkatkan kinerja mereka. 

 

 

 

5. Peran Regulasi 

Regulasi yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah, 
termasuk pembiayaan mudharabah, juga memiliki peran penting dalam 
memfasilitasi penggunaan pembiayaan syariah di kalangan BMK. Meskipun 
regulasi terkait pembiayaan mudharabah sudah ada, namun masih diperlukan 
upaya lebih lanjut untuk memperkuat dan memperjelas kerangka regulasi yang 
ada agar lebih mendukung pertumbuhan bisnis mikro dan kecil (Wulandari & 
Kassim, 2016). 

Regulasi yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah, 
termasuk pembiayaan mudharabah, juga memiliki peran penting dalam 
memfasilitasi penggunaan pembiayaan syariah di kalangan bisnis mikro dan 
kecil. Peran regulator dalam menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas dan 
mendukung, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, 
sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi 
pengembangan pembiayaan mudharabah. (Antonio, 2001) 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 
mudharabah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan bisnis 
mikro dan kecil di Indonesia. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang 
perlu diatasi, terutama terkait dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip 
hukum syariah, implementasi praktis pembiayaan mudharabah, serta regulasi 
yang mendukung. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk 
meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pembiayaan mudharabah di 
kalangan BMK, serta memperbaiki kerangka regulasi yang ada untuk 
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan bisnis mikro dan 
kecil. 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, beberapa saran dapat 
diajukan untuk pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, lembaga 
keuangan syariah, dan pelaku bisnis mikro dan kecil: 
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a. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pembiayaan 
mudharabah di kalangan BMK, sehingga mereka memiliki pemahaman yang 
lebih baik tentang konsep dan manfaatnya. 

b. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat layanan dan produk 
pembiayaan mudharabah mereka, serta mempermudah proses akuisisi dan 
persyaratan administratif bagi pelaku bisnis. 

c. Pelaku bisnis mikro dan kecil perlu meningkatkan kesadaran dan 
pengetahuan 

Tentu, inilah beberapa saran lebih rinci untuk lembaga keuangan syariah 
dan pelaku bisnis mikro dan kecil. Adapun beberapa saran untuk Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) itu dalam melaksanakan kegiatannya, antara lain: 
a. Perluasan dan peningkatan layanan. Lembaga keuangan syariah harus terus 

berinovasi dalam menyediakan layanan dan produk pembiayaan 
mudharabah yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mikro 
dan kecil. Ini bisa termasuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih 
fleksibel, termasuk pembiayaan mudharabah dengan jangka waktu yang lebih 
panjang atau nilai pembiayaan yang lebih kecil. 

b. Pemudahan proses akuisisi. Proses akuisisi pembiayaan mudharabah perlu 
dipermudah dan disederhanakan agar lebih ramah pengguna dan 
meminimalkan hambatan administratif. Ini bisa dilakukan melalui 
penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam pengajuan dan penilaian 
aplikasi pembiayaan, serta penyediaan panduan yang jelas dan mudah 
dimengerti bagi para calon peminjam. 

c. Penyuluhan dan edukasi. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan 
upaya penyuluhan dan edukasi kepada pelaku bisnis mikro dan kecil tentang 
pembiayaan mudharabah. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, 
atau kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 
kesadaran mereka tentang manfaat dan proses pembiayaan mudharabah. 

Adapun beberapa saran untuk Saran untuk Pelaku Bisnis Mikro dan Kecil 
tu sendiri untuk melaksanakannya, antara lain: 
a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan. Pelaku bisnis mikro dan kecil perlu 

menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam meningkatkan pengetahuan 
mereka tentang pembiayaan mudharabah dan prinsip-prinsip hukum syariah. 
Ini dapat dilakukan melalui mengikuti kursus, seminar, atau pelatihan 
khusus yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah atau lembaga 
lain yang terkait. 

b. Konsultasi dengan ahli. Jika merasa kurang yakin atau membutuhkan 
bantuan dalam memahami pembiayaan mudharabah, pelaku bisnis mikro 
dan kecil sebaiknya mengonsultasikan dengan ahli keuangan atau konsultan 
syariah yang berpengalaman. Ahli ini dapat memberikan panduan dan saran 
yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bisnis mereka. 
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c. Pemantapan administrasi bisnis. Pelaku bisnis mikro dan kecil perlu 
memastikan bahwa administrasi bisnis mereka terkelola dengan baik dan 
transparan. Hal ini mencakup menyusun laporan keuangan yang akurat, 
menjaga catatan transaksi secara teratur, dan memahami kewajiban dan hak 
mereka dalam skema pembiayaan mudharabah. 

Adapun saran untuk meningkatkan implementasi pembiayaan 
mudharabah bagi LKS dan pelaku bisnis itu sendiri dalam melaksanakan 
kegiatannya, antara lain sebagai berikut: 
a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pelaku bisnis mikro dan kecil perlu 

menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam meningkatkan pengetahuan 
mereka tentang pembiayaan mudharabah dan prinsip-prinsip hukum syariah. 
Ini dapat dilakukan melalui mengikuti kursus, seminar, atau pelatihan 
khusus yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah atau lembaga 
lain yang terkait. 

b. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Pemerintah 
dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung pengembangan 
pembiayaan mudharabah dengan menciptakan lingkungan bisnis yang 
kondusif melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Selain itu, 
pemerintah juga dapat mendorong kerja sama antara lembaga keuangan 
syariah dan pelaku bisnis mikro dan kecil untuk meningkatkan pemahaman 
dan kesadaran tentang pembiayaan mudharabah. 

c. Pemudahan proses akuisisi. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat 
layanan dan produk pembiayaan mudharabah mereka, serta mempermudah 
proses akuisisi dan persyaratan administratif bagi pelaku bisnis. Ini dapat 
dilakukan melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam 
pengajuan dan penilaian aplikasi pembiayaan, serta penyediaan panduan 
yang jelas dan mudah dimengerti bagi para calon peminjam. 

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan akan terjadi peningkatan 
dalam penggunaan dan implementasi pembiayaan mudharabah di kalangan 
bisnis mikro dan kecil, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan 
dan perkembangan sektor ini secara keseluruhan. 

6. Relevansi dengan Konteks Ekonomi Syariah Indonesia 

Dalam konteks ekonomi syariah Indonesia yang berkembang pesat, 
pembiayaan mudharabah memiliki relevansi yang besar. Sebagai bagian dari 
upaya untuk mengembangkan sektor keuangan syariah yang lebih inklusif, 
pembiayaan mudharabah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam 
mendukung pertumbuhan bisnis mikro dan kecil, yang pada gilirannya akan 
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 
(Siswanto, 2007). 
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Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa analisis hukum 
pembiayaan mudharabah dalam bisnis mikro dan kecil di Indonesia 
memperlihatkan potensi besar dan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. 
Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, pembiayaan mudharabah 
menawarkan sejumlah manfaat bagi bisnis mikro dan kecil, serta memiliki 
relevansi yang tinggi dalam konteks ekonomi syariah Indonesia yang berkembang 
pesat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terkoordinasi antara 
pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku bisnis mikro dan kecil untuk 
memaksimalkan potensi pembiayaan mudharabah dalam mendukung 
pertumbuhan sektor ini. 

Pembiayaan mudharabah menjadi alternatif yang menarik bagi bisnis 
mikro dan kecil (BMK) di Indonesia karena memungkinkan akses modal tanpa 
bunga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011). Namun, 
implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya 
pemahaman tentang hukum syariah, kompleksitas proses akuisisi, dan peraturan 
yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun demikian, pembiayaan 
mudharabah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan bisnis 
mikro dan kecil serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di 
Indonesia. 

Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, penting untuk 
menghadapi implementasi pembiayaan mudharabah dengan optimisme dan 
tekad yang kuat. Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan 
syariah, dan pelaku bisnis mikro dan kecil, pembiayaan mudharabah memiliki 
potensi besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. 

 

Simpulan  

Pembiayaan mudharabah memiliki peran yang penting dalam mendukung 
pengembangan bisnis mikro dan kecil di Indonesia, yang merupakan pilar 
ekonomi yang sangat vital. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan dalam 
implementasinya, pembiayaan mudharabah memiliki potensi besar untuk 
menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan kerja sama antara berbagai 
pemangku kepentingan dan upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada, 
pembiayaan mudharabah dapat menjadi salah satu motor penggerak bagi kem 

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pembiayaan mudharabah dalam 
mendukung pertumbuhan bisnis mikro dan kecil di Indonesia. Meskipun 
menghadapi tantangan dalam implementasinya, potensi besar pembiayaan 
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mudharabah untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di 
Indonesia tidak dapat dipungkiri. 

Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga keuangan 
syariah, dan pelaku bisnis mikro dan kecil, serta upaya bersama untuk mengatasi 
tantangan yang ada, pembiayaan mudharabah dapat menjadi salah satu 
instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
di Indonesia. 

Untuk mewujudkan potensi penuhnya, diperlukan langkah-langkah 
konkret, seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan, kolaborasi yang erat 
antara berbagai pemangku kepentingan, pemudahan proses akuisisi, dan 
peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum syariah. Dengan upaya 
bersama dan komitmen yang kuat, pembiayaan mudharabah dapat menjadi salah 
satu motor penggerak bagi kemajuan ekonomi mikro dan kecil di Indonesia. 

Kesimpulannya, pembiayaan mudharabah memiliki potensi besar untuk 
menjadi solusi yang efektif dalam mendukung pengembangan bisnis mikro dan 
kecil di Indonesia, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan. 
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